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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Game Theory
dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan antikekerasan
terhadap perempuan yang lebih efektif di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis melalui
pengumpulan data dari Scopus, Web of Science, JSTOR, dan Google
Scholar. Data kemudian dianalisis melalui pendekatan sintesis naratif,
yaitu ekstraksi data, kategorisasi tematik, sintesis temuan, interpretasi
kritis, dan penilaian kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Game Theory dapat menjadi pengetahuan baru dalam melihat
dinamika kompleks kekerasan berbasis gender di Indonesia.
Penelitian ini dapat memodelkan interaksi antara pemangku
kepentingan dan pembuat kebijakan menggunakan konsep-konsep
seperti Nash equilibrium, yaitu aktor, strategi, dan hasil, serta dapat
memprediksi kebijakan yang baik. Pendekatan ini sesuai dengan
kondisi Indonesia, di mana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi
saling terkait untuk memengaruhi kekerasan terhadap perempuan.
Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan
Game Theory dalam perumusan kebijakan antikekerasan di Indonesia
memiliki potensi besar karena dapat meningkatkan perlindungan dan
pemberdayaan perempuan di Indonesia sekaligus berkontribusi pada
upaya global untuk memerangi kekerasan berbasis gender.

Abstract

This study aims to determine how Game Theory can be applied to develop
more effective anti-violence against women policies in Indonesia. This study
uses a systematic literature review method through data collection from
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Policies, Policy Innovation, Scopus, Web of Science, JSTOR, and Google Scholar. The data is then

Nash Equilibrium. analyzed through data extraction, thematic categorization, synthesis of
findings, critical interpretation, and quality assessment to explore the
potential of Game Theory as a new perspective in dealing with violence. The
results of the study indicate that Game Theory can be a new knowledge in
viewing the complex dynamics of gender-based violence in Indonesia. This
study can model the interaction between stakeholders and policymakers using
concepts such as Nash equilibrium, namely actors, strategies, and payoffs and
can predict good policy. This approach is fit for Indonesia’s condition, where
social, cultural, and economic factors are interrelated to influence violence
against women. Thus, this study concludes that applying Game Theory to the
formulation of anti-violence policies in Indonesia has great potential because
it can increase the protection and empowerment of women in Indonesia while
contributing to global efforts to combat gender-based violence.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini fokus pada peran Game Theory dalam pengembangan kebijakan antikekerasan
terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius
yang membayangi masyarakat Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas
Perempuan (2023) adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang
berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual,
maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan
remaja. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi potensi penerapan Game Theory
dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menangani dan mencegah kekerasan
terhadap perempuan di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas isu
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Mustika & Corliana, 2022; Pratiwi et al., 2024b;
Ratnasari et al, 2020a). Studi oleh Pratiwi et al. (2024), mengungkap tantangan dalam
implementasi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Sedangkan, Mustika & Corliana
(2022) menekankan pentingnya komunikasi keluarga dalam membangun resiliensi korban,
sementara (Ratnasari et al., 2020), menyoroti efektivitas strategi komunikasi dalam melawan
kekerasan. Studi kasus oleh Rifka Annisa (2024) juga mengidentifikasi faktor-faktor yang
membentuk lanskap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan pendekatan Game Theory (Nash, 2002) dalam pengembangan
kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Game Theory, khususnya konsep Nash
Equilibrium dapat menjadi alat analisis yang berharga dalam pengembangan kebijakan
antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Holt & Roth, 2004). Dengan menggunakan tiga
indikator utama, yaitu actor, strategy, dan payoff sehingga melalui teori ini penulis dapat
menganalisis dinamika kompleks dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan.
Dengan mempertimbangkan keunikan konteks Indonesia, penerapan Game Theory berpotensi
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memberikan perspektif baru yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam pendekatan
konvensional di negara-negara lain.

Kebijakan antikekerasan terhadap perempuan menjadi sangat penting mengingat
mendesaknya isu ini. Di Uni Eropa, satu dari tiga perempuan menjadi korban kekerasan berbasis
gender, misalnya, 52% perempuan Denmark melaporkan pernah mengalami kekerasan di sektor
publik. Di Indonesia, ancaman kekerasan terhadap perempuan yang paling mendominasi dalam
laporan selama ini adalah kekerasan seksual. Bahkan, data dari lembaga layanan menunjukkan
bahwa 34,80% dari total kasus yang dilaporkan merupakan kekerasan seksual, kekerasan psikis
(28,50%), kekerasan fisik (27,20%), dan kekerasan ekonomi (9,50%) (Johnson et al., 2014).
Sedangkan, Komnas Perempuan (2023) menunjukkan jika kekerasan psikis adalah yang paling
mendominasi (41,55%), diikuti kekerasan fisik (24,71%), kekerasan seksual (24,69%), dan
kekerasan ekonomi (9,05%).

Mayoritas korban adalah perempuan muda yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih
rendah dibandingkan pelaku (Media Indonesia, 2024), dengan korban berusia 18-24 tahun,
sementara usia pelaku berkisar antara 25-40 tahun (VOA Indonesia, 2024). Komnas Perempuan
juga mencatat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 12% dari 457.895
kasus pada 2022 menjadi 401.975 kasus di 2023, serta 34.682 kasus, di mana perempuan menjadi
korban tindak kekerasan sepanjang 2024 (Kompas, 2024). Namun, meskipun terjadi penurunan,
angka ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi ancaman
nyata bagi masyarakat Indonesia (Listyaningsih & Ismanto, 2022; Sodah, 2023; Ulfa &
Listyaningsih, 2024).

Banyak penelitian menunjukkan jika ketimpangan relasi kuasa adalah akar permasalahan
kekerasan terhadap perempuan dan menjadikan perempuan sebagai kelompok paling rentan
terhadap kekerasan yang berlangsung di ranah personal, khususnya rumah tangga dan keluarga.
Namun, saat ini juga terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus kekerasan di ranah publik
dan ranah negara di Indonesia. Misalnya, pada ranah publik, terjadi peningkatan sebesar 44% dari
2.910 (2022) menjadi 4.182 kasus (2023). Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara meningkat
176%, dari 68 kasus di tahun 2022 menjadi 188 kasus di tahun 2023. Bahkan, perkembangan
teknologi juga menghadirkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di ranah publik dengan 838
kasus atau 66% dari total kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Saat ini, di Indonesia telah terdapat kebijakan dan regulasi untuk menangani kekerasan
terhadap perempuan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya,
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS) yang disahkan pada 9 Mei 2022, hingga saat ini belum dapat diimplementasikan secara
optimal karena ketiadaan aturan turunan yang jelas. Selain itu, pemahaman aparat penegak
hukum mengenai UU TPKS masih rendah, yang mengakibatkan penanganan kasus kekerasan
seksual belum sesuai dengan semangat undang-undang tersebut. Selain itu, stigma dan mitos
terkait kekerasan seksual masih banyak ditemui dalam penanganan kasus, yang menghambat
akses korban terhadap keadilan. Situasi yang kompleks ini menuntut adanya pendekatan baru
dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Situasi yang kompleks ini menuntut adanya pendekatan baru dalam pengembangan
kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Game Theory, sebagai alat analisis yang
mempelajari aktor, strategi, dan Payoff memiliki potensi untuk memberikan perspektif baru dalam
memahami dan menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Penerapan Game Theory dapat
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membantu dalam menganalisis pola interaksi antara pelaku, korban, dan penegak hukum,
sehingga kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat dirumuskan dengan lebih
efektif sekaligus mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai dampak
maksimal dalam upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis untuk mengkaji peran
Game Theory dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia
(Kitchenham et al., 2007). Tinjauan pustaka sistematis dipilih karena memungkinkan sintesis
komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan, serta memberikan gambaran holistik
tentang topik penelitian. Tinjauan pustaka sistematis dilakukan dengan mengikuti protokol yang
ketat untuk memastikan objektivitas dan kualitas tinjauan. Langkah-langkah utama dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1:

Tentukan Penyaringan
Kriteria Studi Sintesis Data

Pertanyaan

Penelitian Analisis Data

Pencarian Ekstraksi Data
Literatur

Gambar 1
Langkah-Langkah Utama dalam Metode Penelitian Tinjauan Pustaka
Sumber: Kitchenham et al., 2007.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di beberapa database akademik
terkemuka seperti Scopus, Web of Science, JSTOR, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan
dalam pencarian meliputi kombinasi dari istilah-istilah berikut: "Game Theory", "violence against
women", "policy development”, "Indonesia", "gender-based wviolence", dan "strategic interaction".
Pencarian dibatasi pada literatur berbahasa Inggris dan Indonesia yang diterbitkan dalam 10
tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kekinian data. Selain itu, pencarian manual juga
dilakukan pada jurnal-jurnal terkemuka di bidang studi gender, kebijakan publik, dan teori
permainan untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang mungkin terlewatkan dalam pencarian
database. Referensi dari artikel-artikel yang relevan juga ditelusuri untuk menemukan sumber-
sumber tambahan yang signifikan.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan sintesis naratif, yang memungkinkan
integrasi temuan dari berbagai jenis studi. Proses analisis meliputi beberapa tahap, yaitu: Pertama,
ekstraksi data. Dalam proses ekstraksi data, maka informasi relevan dari setiap studi yang
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memenuhi kriteria inklusi diekstrak dan dicatat dalam format yang terstandarisasi. Kedua,
kategorisasi tematik, yaitu data yang diekstrak dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang
muncul, seperti aplikasi Game Theory dalam kebijakan antikekerasan, tantangan implementasi,
dan efektivitas strategi berbasis Game Theory. Ketiga, sintesis temuan. Dalam tahap ini maka
temuan dari berbagai studi disintesis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam
literatur yang ada. Keempat, interpretasi kritis dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan
penelitian dan mengidentifikasi implikasi untuk pengembangan kebijakan dan penelitian
selanjutnya. Kelima, penilaian kualitas, yaitu kualitas metodologis dari studi-studi yang diinklusi
dinilai menggunakan alat penilaian yang sesuai untuk memastikan keandalan temuan. Melalui
pendekatan sistematis ini, maka penulis dapat memberikan gambaran komprehensif tentang
potensi aplikasi Game Theory dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap perempuan
diIndonesia, serta dapat juga mengidentifikasi area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Identifikasi Aktor, Strategi, dan Payoff
Game Theory yang dikembangkan oleh Nash (2002), dalam Nash Equilibrium menjadi
alat analisis yang berharga dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap
perempuan di Indonesia (Holt & Roth, 2004). Dengan menggunakan tiga indikator utama,
yaitu actor, strategy, dan payoff, maka penulis berupaya menganalisis dinamika kompleks dalam
upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

a. Actor

Upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melibatkan
beragam pihak yang berperan penting dalam menangani isu kompleks ini. Para aktor
tersebut membentuk sebuah jaringan yang saling berhubungan, di mana masing-masing
memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri, namun tetap saling mendukung dalam misi
bersama melawan kekerasan terhadap perempuan. Dalam ekosistem ini, berbagai elemen
berperan aktif, mulai dari institusi pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga organisasi non-pemerintah atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tak ketinggalan, aparat penegak hukum dan
masyarakat umum juga menjadi bagian integral dari upaya ini. Setiap pihak membawa
keahlian dan sumber daya unik mereka, yang bila disinergikan dapat menciptakan
pendekatan yang komprehensif dan efektif dalam menanggulangi kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia.

Pertama, Pemerintah Indonesia. Dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap
perempuan, Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting sebagai aktor
utama. Peran ini mencakup pembentukan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang
bertujuan melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satu langkah
signifikan yang diambil pemerintah adalah pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 1998. Komnas Perempuan yang
lahir sebagai respons terhadap desakan masyarakat sipil, terutama kelompok-kelompok
perempuan, berfungsi sebagai lembaga negara independen. Tugas utama Komnas
Perempuan meliputi pemantauan, pendokumentasian, dan pelaporan berbagai insiden
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kekerasan yang dialami perempuan di seluruh Indonesia, selain juga berperan dalam
advokasi dan rekomendasi kebijakan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
berperan penting dalam melindungi perempuan dan anak di Indonesia. Tugas utama
KPPPA meliputi penyusunan kebijakan nasional, pengoordinasian pelaksanaan, dan
pengawasan inisiatif untuk meningkatkan keamanan dan status perempuan serta anak.
KPPPA bekerja sama dengan berbagai kementerian untuk mengintegrasikan perspektif
gender dalam kebijakan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam
memerangi kekerasan terhadap perempuan dengan menerjemahkan kebijakan nasional ke
konteks lokal, menyediakan layanan bagi korban, dan melaksanakan program
pemberdayaan di tingkat komunitas.

Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti SAFEnet dan INFID adalah
aktor yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memberikan bantuan
langsung kepada korban, serta mendorong perubahan kebijakan. Rifka Annisa adalah
contoh LSM yang menyediakan layanan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk
konseling dan pendampingan hukum.

Ketiga, aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, juga penting dalam
menangani kekerasan terhadap perempuan. Mereka adalah aktor yang bertanggung jawab
untuk menanggapi laporan kekerasan dan memastikan keadilan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku.

Keempat, masyarakat adalah aktor yang memiliki peran krusial dalam mendukung
perlindungan perempuan. Korban kekerasan harus didorong untuk melaporkan kasus
mereka, sementara masyarakat umum harus aktif menciptakan lingkungan yang tidak
mentolerir kekerasan. Dengan kolaborasi antara para aktor seperti pemerintah, LSM, aparat
penegak hukum, dan masyarakat, maka upaya perlindungan perempuan di Indonesia
dapat lebih efektif.

Gambar 2 menunjukkan para aktor yang berperan dalam kebijakan antikekerasan
pada perempuan.

=%= Pemerintah Indonesia
Memimpin inisiatif kebijakan
dan memberikan kerangka
hukum.
S5 bl
Memberikan dukungan
Siapa aktor yang komunitas dan advokasi.
harus terlibat dalam |
pengembangan % Penegak Hukum
kebijakan anti . L .
Menjamin implementasi dan
kekerasan =
- penegakan kebijakan.
perempuan??

Meningkatkan kesadaran
dan mendukung perubahan
sosial.

Gambar 2
Aktor dalam Pengembangan Kebijakan Antikekerasan terhadap Perempuan
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024.
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Interaksi antara berbagai aktor ini membentuk dinamika yang kompleks dalam
upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Setiap aktor memiliki
kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, dan efektivitas upaya pemberantasan
kekerasan sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama yang baik antar aktor.
Misalnya, LSM sering kali memiliki akses langsung ke komunitas dan pemahaman
mendalam tentang isu-isu di lapangan, sementara pemerintah memiliki sumber daya dan
otoritas untuk membuat perubahan sistemik. Namun, tantangan tetap ada dalam
koordinasi antar aktor ini. Terkadang terjadi tumpang tindih peran atau bahkan konflik
kepentingan. Misalnya, LSM mungkin mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap
kurang efektif, sementara pemerintah mungkin merasa bahwa LSM tidak memahami
kompleksitas proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog yang terus-
menerus dan upaya bersama untuk membangun pemahaman bersama dan strategi yang
terkoordinasi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konteks Game Theory, interaksi antar aktor ini dapat dilihat sebagai sebuah
permainan yang kompleks di mana setiap aktor berusaha untuk memaksimalkan hasil yang
diinginkan dan dalam hal ini, pengurangan kekerasan terhadap perempuan, dengan juga
mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan tantangan yang para aktor hadapi.
Keberhasilan dalam mencapai Nash Equilibrium (2004), di mana tidak ada aktor yang dapat
meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi secara sepihak, akan sangat
bergantung pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan
upaya mereka.

. Strategy

Dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, berbagai
aktor telah mengembangkan dan menerapkan beragam strategi yang komprehensif dan
saling melengkapi. Pertama, Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama, telah mengambil
tiga langkah penting dalam pengembangan kebijakan anti kekerasan pada perempuan,
yaitu memperkuat posisi dan wewenang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan, pengembangan kebijakan yang berperspektif gender, dan meningkatkan
alokasi anggaran untuk program-program perlindungan perempuan (Kemenlu, 2022). Tiga
langkah tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam
rangka pengembangan kebijakan anti kekerasan pada perempuan di Indonesia.

Dalam upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Indonesia
telah mengambil langkah dengan memperkuat posisi dan wewenang Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Strategi ini mencerminkan
kesadaran yang berkembang akan pentingnya lembaga independen dalam menjamin hak-
hak perempuan, sebuah tren yang juga terlihat di berbagai negara lain. Komnas Perempuan
(2023), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang
Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan), dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005
Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kini memiliki mandat
yang lebih luas untuk memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan berbagai bentuk
kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Perluasan wewenang ini tidak hanya
meningkatkan kapasitas lembaga dalam menjalankan fungsinya, tetapi juga memberikan
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legitimasi yang lebih besar dalam melakukan advokasi dan memberikan rekomendasi
kebijakan kepada pemerintah.

Pendekatan Indonesia ini sejalan dengan praktik terbaik internasional. Sebagai
perbandingan, di Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia memiliki mandat khusus untuk
menangani isu-isu gender, sementara di India, Komisi Nasional untuk Perempuan memiliki
wewenang yang luas untuk melakukan investigasi dan intervensi dalam kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan. Penguatan Komnas Perempuan menunjukkan komitmen
Indonesia untuk mengikuti standar global dalam perlindungan hak-hak perempuan. Selain
itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan strategi pengembangan kebijakan
berperspektif gender yang komprehensif. Pendekatan holistik ini melibatkan peninjauan
dan revisi berbagai undang-undang dan peraturan, tidak hanya yang secara langsung
berkaitan dengan perlindungan perempuan, tetapi juga di bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi kehidupan perempuan.
Strategi ini mencerminkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat
diatasi secara terisolasi, melainkan harus ditangani melalui pendekatan lintas sektoral.

Penelitian terdahulu oleh Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani (2020),
menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam kebijakan nasional Indonesia telah
menjadi prioritas sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun, implementasi strategi
ini sekarang lebih komprehensif dan terintegrasi, menunjukkan evolusi positif dalam
pendekatan pemerintah terhadap isu gender. Langkah strategis lainnya adalah peningkatan
alokasi anggaran untuk program-program perlindungan perempuan. Ini mencakup tidak
hanya pendanaan untuk Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga pemerintah terkait,
tetapi juga untuk inisiatif di tingkat masyarakat seperti pusat layanan terpadu, rumah aman
bagi korban kekerasan, program pendidikan dan pelatihan, serta kampanye kesadaran
publik. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa perlindungan perempuan
memerlukan investasi yang signifikan dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan
Thailand, Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam hal alokasi anggaran
untuk isu-isu gender (Kemenlu, 2022). Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi
dan koordinasi antar lembaga, seperti yang diungkapkan dalam studi oleh Komnas
Perempuan sendiri. Dengan mengadopsi pendekatan multi-dimensi ini, Indonesia
berupaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kesetaraan gender dan
perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Meskipun masih ada tantangan
dalam implementasi, langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya
Indonesia untuk menjamin hak-hak perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih
adil dan setara (Komnas HAM, 2022).

Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memainkan peran krusial dalam
strategi perlindungan perempuan dari kekerasan. Dalam lanskap perjuangan melawan
kekerasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah membuktikan diri sebagai katalis
perubahan melalui strategi-strategi inovatif yang mereka terapkan. Salah satu strategi
unggulan yang diterapkan LSM Indonesia adalah advokasi gigih untuk pengesahan
undang-undang yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi perempuan.
Puncak keberhasilan strategi ini terlihat dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana
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Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, sebuah milestone yang menjadi buah dari
perjuangan panjang selama hampir dua dekade. Proses advokasi tersebut melibatkan
beberapa upaya seperti lobi politik, kampanye media yang kreatif, mobilisasi massa yang
masif, dan edukasi publik yang intensif. Hal tersebut menujukkan kematangan gerakan
LSM Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan publik (Elvira & Putra, 2023).

Keberhasilan ini mengingatkan pada perjuangan serupa di India yang berujung
pada pengesahan Criminal Law (Amendment) Act 2013, yang juga dipicu oleh advokasi kuat
dari LSM dan gerakan perempuan (Pertiwi, 2021). Namun, berbeda dengan India di mana
perubahan undang-undang terjadi sebagai respons cepat terhadap kasus yang mendapat
sorotan publik, proses di Indonesia menunjukkan perjuangan yang lebih sistematis dan
berkelanjutan. Penelitian oleh Htun & Weldon (2012), menunjukkan bahwa keberadaan
gerakan perempuan yang kuat dan otonom adalah prediktor paling signifikan dari
kebijakan yang responsif terhadap kekerasan berbasis gender. Kasus Indonesia
memperkuat temuan ini, menunjukkan bagaimana LSM dapat menjadi agen perubahan
yang efektif dalam konteks politik yang kompleks.

Strategi lain yang tidak kalah menarik adalah pengembangan jaringan Transnational
Advocacy Network (TAN) (Muyamin, 2019). LSM Indonesia telah berhasil memanfaatkan
kekuatan jaringan global untuk memperkuat advokasi mereka. Melalui TAN, mereka tidak
hanya berbagi pengetahuan dan sumber daya, tetapi juga membangun solidaritas
internasional yang memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah.
Pendekatan ini mirip dengan yang diterapkan oleh gerakan perempuan di Amerika Latin,
seperti yang diungkapkan dalam studi Sikkink & Keck (1998). Namun, LSM Indonesia telah
mengadaptasi strategi ini dengan unik, memadukan isu-isu lokal dengan standar
internasional untuk menciptakan narasi yang kuat dan relevan dengan konteks Indonesia.

Efektivitas strategi TAN di Indonesia juga memperkuat temuan Levitt & Merry
(2009) tentang "vernacularization" atau penerjemahan norma-norma global ke dalam konteks
lokal seperti yang dilakukan oleh LSM di Indonesia, yaitu dengan mengadopsi dan
mengadaptasi praktik-praktik terbaik internasional, sambil tetap mempertahankan
relevansi dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Keberhasilan LSM Indonesia dalam
menggunakan strategi-strategi ini membawa perubahan dalam lanskap hukum dan
kebijakan di Indonesia, serta memberikan pelajaran berharga bagi gerakan perlindungan
perempuan di negara-negara berkembang lainnya, seperti strategi yang tepat, kegigihan,
dan kolaborasi yang efektif, sehingga menjadi kekuatan transformatif untuk
memperjuangkan hak-hak perempuan dan melawan kekerasan berbasis gender di
Indonesia.

Ketiga, aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan, juga menerapkan strategi khusus seperti
mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif gender. Strategi ini
mencerminkan pergeseran global dalam cara kepolisian menangani kasus-kasus kekerasan
berbasis gender, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan sensitivitas petugas
terhadap dinamika kompleks yang mendasari kekerasan tersebut. Di Indonesia, pelatihan
berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang isu-isu gender dan kekerasan terhadap
perempuan telah menjadi prioritas. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik
internasional, seperti yang terlihat di Inggris, di mana Kepolisian Dorset telah
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mengembangkan strategi khusus untuk menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak Perempuan. Strategi ini melibatkan pengembangan materi pembelajaran
komprehensif dan pelatihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Ariel,
2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif bagi aparat
penegak hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan
perilaku petugas dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (Flood &
Pease, 2009; Oehme et al., 2016). Di Australia, misalnya, pelatihan polisi telah berkembang
dari fokus awal pada prosedur dan pengetahuan hukum dasar menjadi pemahaman yang
lebih canggih tentang kontrol koersif dan identifikasi pelaku utama (Webster et al., 2018).
Di Vietnam, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga termasuk penerapan praktis dari
undang-undang nasional dan standar internasional dalam menangani kasus-kasus tersebut
(Phan, 2023) sehingga implementasi efektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (UU TPKS) di Indonesia merupakan langkah maju yang signifikan. Strategi ini
mencakup pengembangan prosedur operasi standar yang jelas dan peningkatan koordinasi
antar lembaga, mirip dengan pendekatan yang diadopsi di Vietnam melalui proyek
UNODC mereka.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Penelitian oleh Australian Institute of
Criminology menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa pelatihan tidak hanya
meningkatkan pengetahuan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam praktik dan
dipertahankan dalam jangka panjang. Ini menunjukkan kebutuhan akan evaluasi
berkelanjutan dan penyesuaian strategi pelatihan untuk memastikan efektivitasnya dalam
konteks operasional kepolisian kontemporer. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih
holistik dan berbasis bukti dalam pelatihan dan implementasi undang-undang, aparat
penegak hukum Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meningkatkan respons
mereka terhadap kekerasan berbasis gender. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh
pengalaman global, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada komitmen
berkelanjutan untuk evaluasi, adaptasi, dan peningkatan strategi yang ada.

Keempat, masyarakat umum juga memiliki peran penting dalam strategi
perlindungan perempuan dari kekerasan. Masyarakat umum telah muncul sebagai
kekuatan transformatif dalam upaya melawan kekerasan berbasis gender, dengan strategi-
strategi inovatif yang tidak hanya mengubah persepsi tetapi juga mendorong tindakan
nyata. Di Indonesia, kampanye penyadaran masyarakat telah berkembang dari sekadar
penyebaran informasi menjadi gerakan sosial yang dinamis, melibatkan berbagai lapisan
masyarakat dalam dialog aktif tentang kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan.
Pendekatan ini sejalan dengan tren global, seperti yang terlihat di India yang menunjukkan
bahwa gerakan perempuan yang kuat dan otonom menjadi prediktor paling signifikan dari
kebijakan yang responsif terhadap kekerasan berbasis gender (Kethineni et al., 2016;
Simister & Mehta, 2010).

Di Indonesia, kampanye-kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi,
tetapi juga untuk mengubah norma-norma sosial yang telah lama mengakar, menciptakan
lingkungan di mana kekerasan tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar atau dapat
diterima. Studi di Nicaragua oleh Ellsberg et al. (2020), mengungkapkan penurunan
signifikan dalam kekerasan fisik terhadap pasangan intim selama periode 20 tahun, yang
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sebagian dikaitkan dengan kampanye penyadaran yang luas yang dipimpin oleh gerakan
perempuan. Hal ini menunjukkan potensi jangka panjang dari strategi penyadaran
masyarakat yang konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, upaya mendorong pelaporan kasus kekerasan di Indonesia telah
mengambil inspirasi dari inisiatif global seperti gerakan #MeToo, namun dengan adaptasi
lokal yang unik (Agathis et al., 2018; Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2021). Penelitian oleh
Putt & Dinnen (2020), di Papua Nugini menunjukkan bahwa kehadiran polisi wanita di
daerah pedesaan secara signifikan meningkatkan pelaporan kasus kekerasan oleh
perempuan. Di Indonesia, strategi serupa telah diadaptasi dengan melibatkan tokoh-tokoh
masyarakat dan pemuka agama sebagai jembatan antara korban dan sistem peradilan
formal, sehingga tercipta saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses serupa dengan
India, di mana aplikasi seluler untuk pelaporan anonim telah terbukti efektif dalam
meningkatkan jumlah laporan, terutama di kalangan perempuan muda. Maka di Indonesia,
adopsi serupa telah dilakukan, namun dengan penekanan pada keterlibatan komunitas
lokal dalam proses pelaporan dan dukungan pasca-pelaporan.

Meskipun tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi stigma sosial dan
ketakutan akan pembalasan, strategi-strategi ini telah menunjukkan potensi besar dalam
mengubah lanskap perlindungan perempuan dari kekerasan di Indonesia. Dengan terus
belajar dari pengalaman global dan mengadaptasinya dengan konteks lokal, Indonesia
berada di jalur yang tepat untuk menciptakan perubahan sosial yang bermakna dan
berkelanjutan dalam upaya melawan kekerasan berbasis gender.

Tabel 1 menunjukkan strategi dalam pengembangan kebijakan antikekerasan
terhadap perempuan:

Tabel 1

Strategi dalam Pengembangan Kebijakan AntiKekerasan terhadap Perempuan

No. Aktor Strategi Keterangan
1. Memantau,
dok tasikan, d
1. Memperkuat posisi dan mendokumentast an‘ an
.. melaporkan berbagai bentuk
wewenang Komisi
kekerasan

Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan

Pemerintah | 2. Pengembangan kebijakan

Indonesia yang berperspektif gender

3. Meningkatkan alokasi
anggaran untuk program-
program perlindungan
perempuan

2. Peninjauan dan revisi undang-
undang dan peraturan sesuai
perpektif gender

3. Pendanaan  untuk  pusat
layanan terpadu, rumah aman
bagi  korban  kekerasan,
program  pendidikan dan
pelatihan, serta kampanye
kesadaran publik.

33



| JIPAGS Volume 9, Issue 1, Januari

No. Aktor Strategi Keterangan
1. Advokasi untuk
Lembaga pengesahan undang- | 1. Lobi politik
5 Swa daga undang yang lebih | 2. Kampanye media
Mas ara}Lat komprehensif dan efektif | 3. Mobilisasi massa
Y dalam melindungi | 4. Edukasi publik
perempuan
1. Pelatih idik
1. Meningkatkan elati an dan p?nd1d1 an
Aparat berkelanjutan  bagi  polisi,
pemahaman tentang . . .
3. Penegak crspektif eender dalam jaksa, dan hakim tentang isu-
Hukum persp 8 isu gender dan kekerasan
penanganan kasus
terhadap perempuan
1. Menghilangkan stigma dan
rasa malu
1. Mendorong pelaporan | 2. Penyediaan saluran pelaporan
4. | Masyarakat kasus-kasus kekerasan yang aman dan mudah
yang terjadi. diakses,
3. Jaminan perlindungan bagi
pelapor

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024.

Dalam upaya melindungi perempuan dari kekerasan di Indonesia, berbagai strategi
telah diimplementasikan secara sinergis oleh beragam aktor. Pemerintah berperan dalam
menyusun kerangka hukum dan kebijakan, sementara LSM fokus pada advokasi dan
layanan langsung. Aparat penegak hukum bertanggung jawab atas implementasi efektif,
dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung.
Meskipun strategi-strategi ini saling melengkapi, implementasinya masih menghadapi
tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya (baik finansial maupun manusia),
norma sosial dan budaya yang telah mengakar juga, serta koordinasi antar lembaga dan
tingkat pemerintahan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat lebih
efektif.

Namun, komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak dalam menerapkan dan
mengembangkan strategi-strategi ini memberi harapan bagi peningkatan perlindungan
perempuan dari kekerasan di Indonesia. Dengan evaluasi dan penyempurnaan strategi
yang terus-menerus, serta adopsi pendekatan inovatif baru, Indonesia berpotensi mencapai
kemajuan signifikan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan
masyarakat yang lebih aman dan setara.

. Payoff
Dalam konteks kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia, payoff
atau keuntungan dari berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh para aktor
dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Indikator-indikator ini mencerminkan
perubahan positif yang diharapkan terjadi sebagai hasil dari implementasi kebijakan dan
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program yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan
meningkatkan perlindungan bagi mereka, seperti keberhasilan upaya-upaya ini adalah
penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, peningkatan jumlah kasus yang
dilaporkan dan ditangani dengan baik, perubahan persepsi masyarakat tentang kekerasan
berbasis gender, dan penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

Pertama, upaya-upaya ini adalah penurunan angka kekerasan terhadap
perempuan dapat dilihat melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan tahun 2024 yang
menunjukkan jika satu dari empat perempuan di Indonesia telah mengalami kekerasan fisik
atau seksual dalam hidup mereka (Skala, 2024). Sebenarnya, angka ini lebih rendah
dibandingkan statistik global, yaitu tiga perempuan mengalami kekerasan, namun hal ini
masih mencerminkan tantangan signifikan terkait kekerasan berbasis gender di Indonesia.
Sehingga, penurunan angka kekerasan ini dari waktu ke waktu masih menjadi indikator
kuat bahwa kebijakan dan program yang diterapkan mulai membuahkan hasil positif.

Kedua, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani dengan baik
mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan
layanan dukungan, serta kesadaran yang lebih tinggi tentang hak-hak perempuan. Data
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa
ada sekitar 18.000 laporan kekerasan di Indonesia dari 1 Januari hingga September 2023,
dengan perempuan menjadi korban dalam 16.000 kasus dan sekitar 11.000 kasus terkait
dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Sustrami et al., 2024). Peningkatan
jumlah laporan ini, jika diikuti dengan penanganan kasus yang lebih baik menjadi indikator
positif bahwa sistem perlindungan mulai berfungsi lebih efektif di Indonesia.

Ketiga, perubahan persepsi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender.
Perubahan ini mungkin lebih sulit diukur, tetapi sangat penting untuk keberlanjutan upaya
pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian di Nusa Tenggara Barat
menemukan bahwa perempuan hanya menunjukkan pemahaman dasar tentang apa yang
termasuk kekerasan dalam rumah tangga, sementara di keluarga kurang mampu,
kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi (Aji, 2023).
Perubahan persepsi ini dapat diukur melalui survei berkala tentang sikap masyarakat
terhadap kekerasan berbasis gender, tingkat kesadaran tentang hak-hak perempuan, dan
pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan melalui kampanye penyadaran
masyarakat di Indonesia. Upaya-upaya ini, jika berhasil, akan tercermin dalam perubahan
sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender.

Keempat, penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Indonesia telah
mengambil langkah penting dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan
kerangka hukum untuk pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan dari
kekerasan seksual. UU ini menjamin akses korban terhadap rehabilitasi medis, dukungan
sosial, restitusi, dan kompensasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024
Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memperkuat
kebijakan ini dengan mengarahkan pemerintah daerah untuk membentuk unit layanan
yang menyediakan layanan terpadu sehingga lebih mudah bagi korban untuk mengakses
bantuan.
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Saat ini, semua provinsi telah mendirikan unit layanan terpadu, namun 200 dari 514
kota/kabupaten di Indonesia masih belum memiliki unit layanan terpadu tersebut.
Peningkatan jumlah dan kualitas unit layanan ini, serta efektivitas implementasi UU TPKS,
akan menjadi indikator penting penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan.
Meskipun demikian, dapat dibentuk solusi lain dalam memastikan bahwa korban
kekerasan berbasis gender menerima layanan yang diperlukan. Misalnya, korban
kekerasan seksual yang saat ini tidak dapat menggunakan asuransi kesehatan nasional
(BPJS), dapat dibantu negara untuk menutup biaya layanan konseling medis atau
psikologis.

Payoff dari kebijakan antikekerasan terhadap perempuan juga dapat dilihat dari
perspektif yang lebih luas, seperti perspektif kesehatan dan ekonomi. Dari persepktif
kesehatan, maka banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami
kekerasan fisik atau seksual dari pasangan atau keduanya secara signifikan lebih mungkin
melaporkan kesehatan yang buruk atau sangat buruk dibandingkan perempuan yang tidak
pernah mengalami kekerasan dari pasangan. Mereka juga mengalami tingkat tekanan
emosional yang lebih tinggi dan lebih mungkin memiliki pemikiran bunuh diri atau
mencoba bunuh diri. Oleh karena itu, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan
adalah payoff yang diharapkan akan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan
perempuan secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi, maka kekerasan terhadap perempuan tidak hanya
berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi secara
keseluruhan. MAMPU, sebuah program kemitraan Australia-Indonesia, menjadi inisiatif
bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dalam program untuk
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kemitraan tersebut memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi dari kekerasan terhadap perempuan
dan memperkuat argumen untuk investasi yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan
penanganan (Bapennas, 2019).

Gambar 3 menunjukkan salah satu capaian program yang dilaksanakan oleh
MAMPU untuk mengatasi kekerasan perempuan, sebagai berikut:

Membentuk Dukungan MAMPU E?;:;;il?‘;fa:a;::;mpu
lebih dari melalui Mitra database kasus kekerasan
1 60 kelompok z terhadap perempuafi
grempuan : . ’
) peremp lehih dari O . Mendampin
memberdayakan 123.000 >3.300
8 perempuzn kasus di 33 kab/kBta
& 35-000 dan 27,000 1aki-laki 3 2 = 8 0 0 di 15provinsi
perempuan mengakses perempuan
di147 kab/kota l )
di 27 proyinsi ayanan untuk mengakses informasi & BaKTI & FPL
program hak mereka atas telah mendampingi
soslall layanan >3.200
pemerln.tah kesehatan perempuan di 188 desa
Indonesia reproduksi y _di 17 provinsi
berkualitas mencari keadilan
B v Ihardsssrkar sl nlsh YRE, 300 R [N 22!
Gambar 3

Program MAMPU untuk Mengatasi Kekerasan Perempuan

Sumber: Bapennas, 2019.
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Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan masih tetap ada dalam
implementasi kebijakan antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sepertti
keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, norma sosial dan budaya yang
telah mengakar, komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak dalam menerapkan dan
mengembangkan strategi-strategi ini memberikan harapan bagi peningkatan perlindungan
perempuan dari kekerasan di Indonesia. Dalam jangka panjang, payoff terbesar dari kebijakan
antikekerasan terhadap perempuan adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil, aman,
dan setara, di mana setiap individu, terlepas dari gender mereka, dapat hidup bebas dari
ancaman kekerasan dan diskriminasi.

. Penerapan Model Game Theory dalam Kebijakan Antikekerasan

Dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, Indonesia telah mengambil
langkah-langkah kebijakan yang signifikan. Namun, kompleksitas masalah ini memerlukan
pendekatan yang lebih inovatif. Salah satu pendekatan yang menarik untuk
dipertimbangkan adalah penerapan Game Theory dalam pengembangan kebijakan
antikekerasan. Game Theory menawarkan cara untuk memahami interaksi antara berbagai
pemangku kepentingan, seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat
penegak hukum, dan masyarakat. Dalam konteks kebijakan antikekerasan, aktor mencakup
semua pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA), LSM, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum.

Masing-masing aktor memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam
menangani kekerasan terhadap perempuan. Setiap aktor juga memiliki strategi yang dapat
mereka pilih untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, pemerintah dapat memilih untuk
meningkatkan kampanye kesadaran publik atau memperkuat penegakan hukum, sementara
LSM mungkin berfokus pada memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak
perempuan. Payoff atau hasil dari setiap strategi yang diambil oleh aktor sangat penting
untuk dipahami. Jika pemerintah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
kekerasan berbasis gender, mereka mungkin melihat pengurangan jumlah kasus kekerasan
yang dilaporkan. Di sisi lain, jika LSM berhasil mendukung korban dalam proses hukum,
mereka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penerapan model Game Theory dapat membantu menganalisis situasi di Indonesia
ketika tidak ada aktor yang dapat meningkatkan posisinya tanpa mempengaruhi posisi aktor
lain. Dalam implementasi, misalnya dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka Game Theory dapat digunakan untuk memahami
bagaimana insentif dan disinsentif mempengaruhi perilaku pelaku dan korban serta respons
aparat penegak hukum. Dengan menggunakan Game Theory, pembuat kebijakan dapat
merancang intervensi yang lebih efektif dengan mempertimbangkan bagaimana setiap aktor
berinteraksi satu sama lain (Pinto & Szczupak, 2003).

Meski penerapan Game Theory menjanjikan, tantangan tetap ada, salah satunya
adalah kompleksitas dalam memodelkan faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi
kekerasan terhadap perempuan. Model Game Theory tradisional sering kali mengasumsikan
rasionalitas sempurna dari para aktor, yang mungkin tidak selalu berlaku dalam kasus
kekerasan berbasis gender (Takahashi, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan
model yang lebih canggih yang dapat memperhitungkan faktor-faktor irasional dan
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emosional. Terlebih, mengingat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang menunjukkan adanya pelaporan kekerasan, yaitu sekitar 18.000
kasus (2023), dan 24.433 kasus (2024).

Meskipun demikian, potensi Game Theory dalam meningkatkan efektivitas kebijakan
antikekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan
mengintegrasikan wawasan dari Game Theory dengan pendekatan lain seperti RESPECT
framework dari World Helath Organization (WHO) dan UN Women, maka Indonesia dapat
mengembangkan strategi yang lebih holistik dan berbasis bukti. Penerapan Game Theory juga
dapat membantu dalam mengatasi tantangan koordinasi antar lembaga yang sering menjadi
hambatan dalam implementasi kebijakan antikekerasan.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan apakah Game Theory sudah
diterapkan dalam regulasi eksisting Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai sebuah terobosan. Hingga saat ini, meskipun konsep-konsep
analitis seperti Game Theory belum secara eksplisit dimasukkan ke dalam regulasi atau
kebijakan KPPPA, ada potensi besar untuk mengintegrasikannya ke dalam kerangka kerja
kebijakan yang ada. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Game Theory, KPPPA dapat lebih
efektif dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan.

Penerapan model Game Theory dalam konteks kebijakan antikekerasan di Indonesia
menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan
kekerasan. Dengan keragaman budaya dan geografisnya, maka Indonesia menyediakan
laboratorium unik untuk menguji model-model ini dan memberikan kontribusi signifikan
pada literatur global tentang pencegahan kekerasan berbasis gender.

SIMPULAN

Penerapan Game Theory dalam pengembangan kebijakan antikekerasan terhadap
perempuan di Indonesia menawarkan potensi besar untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif
dan berbasis bukti. Dengan menganalisis interaksi strategis antar pemangku kepentingan dan
memanfaatkan konsep seperti Nash Equilibrium, Game Theory memberikan kerangka untuk
memahami dan memprediksi dinamika kompleks yang terlibat dalam isu kekerasan berbasis
gender dengan indikator actor, strateqy, and payoff. Ini sangat relevan di Indonesia, di mana
masalah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait.
Walaupun penerapan teori ini dalam kebijakan sosial di Indonesia masih tergolong baru,
pengalaman dari negara lain menunjukkan efektivitasnya dalam merancang kebijakan yang tepat
sasaran.

Tantangan utama dalam penerapan Game Theory adalah sulitnya memodelkan faktor
sosial-psikologis dan kurangnya data yang akurat sehingga memerlukan pengumpulan data serta
pemahaman mendalam terhadap konteks lokal sehingga integrasi Game Theory dapat dilakukan
secara bertahap dalam kerangka kebijakan yang ada, sambil tetap mengadaptasi praktik terbaik
global. Secara keseluruhan, penerapan Game Theory menjanjikan solusi yang lebih efektif untuk
melindungi dan memberdayakan perempuan, serta berkontribusi pada literatur global tentang
pencegahan kekerasan berbasis gender sehingga Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang
lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis gender, sekaligus menjadi teladan dalam
upaya global melawan ketidakadilan gender.
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